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Powerandauthorityofexecutive Institute experience dynamics leadto.executive institute which itsreside
in at system governance ofpresidential. Lying between election of vice president andpresident by.people,
domiciling president as govemance head and president, and also mechanism cessation ofpresident This
condition indicates that stiii,needed by make-up of system principles governance of presidential, so that
managementofgovemance can walkeffectivelyandisefFicient. Eachstateinstitute hasto equivalentdomicile and
havedifferentauthority, butremain tostayIn corridorcheckandbalance.

Election dynamics ofpresident republic ofIndonesia issince Indonesia ofindependence tobeconducted
different in the way ofand unequal legal fundament. Mechanism, election ofpresident in Indonesia is first time
conducted by state bodies (PPKI, MPRS, MPR). Legal consequences (which have been specified in law), and
selecteddirectbypeople.

Lifting ofdirect selected president bypeople early at 1999 up to 2001, since happened alteration ofthe
constitution 1945. One ofthem with related to election ofpresident, from election ofpresident byMPR become
president selected directly bypeople base onsection 6^4 sentence (1). Election ofvice president andpresident
directly create counterbalance between various strength in management ofstateespeciallyin creating checkand
balance, amongpresidentwith delegation institute because both ofthesameselectedbypeople.

While for thecessation ofprevious president represent poiiticai mechanism. To arrestpresident, DPRis
enough byproposing toMPR so that performing a special conference toarrestpresident After alteration ofthe
constitution 1945-mechanism cessation ofpresident entangle state institute besides DPR and MPR, thatis MK
(constitution court), passing conference processjustopen andfair, ifinitiallypresident can bearrested bybecause
reasonofcollision ofstate having thecharacterofpolitics andmuiti interpretation, henceinthis time affirmed that
president and/orvice president can only be arrested bybecausejustlegal ground, that is:heavy transgression,
conducting culpable deed, experiencing ofchange so that no longer eligible as president and/orvice president.
Cessation mechanism like this referred as with impeachment. Impeachmentgoesinto effectspecial forpresident
and/orvice president with term "can be arrestedin. a period ofitspositionAttendance ofthis section is become
counterbalance ofreinforcementofsystem ofpresidentialpostconstitution amendment.

Pendahuluan

'ekuaaan eksekutif dalam negara konstitusional di masa sekarang in! dapat diringkas sebagal berikut: (a)
Kekuasan diplomatik, yaltu.berkaitan dengan hubungan luar negeri; (b) Kekuasaan admlnistratif, yaitu
}erkaitan dengan pelaksanaan undang-iindang dan administrasi negara; (c) Kekuasan militer, yaitu yang

berkaitan dengan organisasi bersenjata dan pelaksanaan perang; (d) Kekuasaan yudikatif, yaitu menyangkut
memberi pengampunan, penangguhan hukuman dansebagainya terhadap narapldana atau pelaku krimininal;
dan (e) Kekuasaan legislatif, yaitu berkaitan dengan penyusunan rancangan undang-undang dan mengatur
proses pengesahan menjadi undang-undang (Strong, 2004;Asshidiqie, 2004).

Dengan demikian, maka istilah eksekutif dipakai dalam dua pengertian. Pertama, eksekutif dalam
pengertian luas, yaitu seluruh badanmenteri-menteri, pelayanan sipil, polisi, danbahkan militer. Kedua, eksekutif
dalam pengertian sempit, yangberarti pemimpin tertinggi kekuasaaneksekutif.

Berdasar pada DUD 1945, maka eksekutif yang dimaksud adalah Presiden, Wakil Presiden dan para
Mehteri. Hal tersebut .terlihat dalam Pasal 4 ayat (1); "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar"; ayat (2) "Dalam melakukan kewajiban Presiden dibantu oieh
satu orang Wakil Presiden. Demikian halnya yang termuat dalam UUD1945 Pasal 17ayat(1): "Presiden dibantu
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oleh menteri-menteri negara; ayat (2): "Menteri menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh negara"; dan ayat (3)
"Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan". Penegasan Pasal 4ayat (1) di atas pada masa' Orde
Baru dianggap sebagal sumber kewenangan dan dipergunakan .sebagai dasar dari berbagai Keputusan
Presiden. Daiam tuiisan Indra (1998), dijeiaskan bahwa kekuasaan Presiden menurut UUD-19'45 dibagi ciaiam
empafhal, yaitu: (1) kekuasaan presiden di bidang eksekutif; (2) kekuasaan presiden di bidang iegisiati'; (3)
kekuasaan Presiden sebagai kepaia negara; dan(4) kekuasaan presiden di bidang yudikatif.

Kekuasaan Presiden daiam bidang eksekutif dapat dilihat pada Pasai 4 ayat (1) Jo. Pasai 5 ayat 2 UUD
1945. Pasai 4 ayat (1): "Presiden Repubiik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan berdasar Umiang-
Undang Dasar"; Pasai 5 ayat (2): "Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjaiankan Undang-
undang sebagaimana mestinya". Berdasar pada ketentuan ini dapat dimengerti bahwa daiam :p'oses
pembentukan Undang-undang (law making process) hak dan wewenang Presiden jauh iebih menonjol jika
dibandingkan dengan hak dan wewenang OPR. Di tangan Presiden kekuasaan membuat Undang-ur dang
dikendalikan (Pieres, 2007).

Kekuasaan Presiden daiam bidang legisiatif teriihat dari ketentuan-ketentuan yang terdapat daiam UUD
1945 yang menunjukkan bahwa presiden adaiah mitra kerja DPR, artinya Presiden bekerja sama dengan DPR
daiam tugas legisiatifyang di antaranya adaiah: membentuk Undang-undang (Pasai 5ayat (1), Pasai 20 ayat (1),
Pasai 21, dan Pasal 22UUD 1945), sertamenetapkanAnggaran Pendapatan dan Beianja Negara (Pasai 23UUD
1945).

Kekuasaan Presiden sebagai kepaia negara dapat dilihat dari pasai-pasai yang menyatakan bahwa
Presiden mempunyai tugas-tugas pokok, yaitu pada: Pasai 10, "Presiden memegang kekuasaan yang teiiinggi'
atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara"; Pasal 11, "Presiden dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain"; Pasal 12,
"Presiden menyatakan keadaan bahaya"; Pasai 13 ayat (1) "Presiden mengangkat duta dan konsui"; ayat (2),
"Presiden menerima duta negara lain", Pasal 15, "Presiden membuat geiaran, tanda jasa dan iain-iain anda
kehormatan".

Kekuasaan Presiden daiam bidang yudikatif terdapat daiam Pasai 14, "Presiden memberi grasi, aboiisi,
rehabilitasi, dan amnesti". Kekuasaan Presiden yang termuat daiam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut,
menunjukkan betapa sangat besarnya kekuasaan Presiden, ha! tersebutiah yang menjadikan penyebab
mengapa seiama Orde Baru Presiden menjadi sangatdominan (Surbaktl, 1998).

Di daiam UUD 1945, kekuasaan presiden sebenamya secara dikotomi dapat dipisahkan menjadi keki asan
presiden seiaku kepaia pemerintahan dan kekuasaan presiden seiaku kepaia negara, dan masih terdapat'jenis
kekuasaan baru:Presidensebagai Mandataris MPR.

Demikian besarnya kekuasaan Presiden berdasar UUD 1945 tersebut, daiam praktiknya paling tidak
memunculkan dua masaiah yang mendasaryang seiaiu menjadi perhatian pengkaji hukum tata negara. Pertama,
UUD 1945 memfaerikan kekuasaan yang iuar biasa kepada Presiden. Kedua sepanjang berlakunya UUD 1945
masa Orde Baru beium pernah dilakukan pengisian jabatan puncak eksekutifsecara "wajar" (Isra, 2003). Adanya
executive /leaiyberdasar UUD 1945 disebabkan karena adanya dua kekuasaan sekaligus yaitu kekuasaan
eksekutifdanlegisiatif berada di tangan presiden (Syaifudin, 2007).

Sesuai dengan prinsip perubahan UUD 1945 untuk mempertegas sistem presidensiii (Fadjar, 2006), dan
dianutnya pemisahan cabang-cabang kekuasaan negara yang utama dengan prinsip checks and balance, maka
perubahan UUD 1945 berakibat puia di bidang eksekutif sebagai berikut;
1. • Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif Pasai 4 ayat (91) tidak iagi memegang kekuasaan

membentuk undang-undang yang teiah bergeser ke tangan DPR Pasai 20 ayat (1) meiainkan hanya berhak
mengajukan rancangan undang-undang ke DPR Pasal 5 ayat (20), memberikan persetujuan berkma
dengan DPR dan mengesahkan RUU menjadi undang-undang Pasai 20 ayat (2) dan ayat (4);

2. Presiden tidak iagi dipilih oieh MPR meiainkan dipiiih secara.iangsung oieh rakyat berpasangan dengan dari
calon yang diajukan oieh partai politik atau gabungan partai politik (Pasai 6A):

3. Masajabatan Presiden seiama 5tahun secara tegas dibatasi untuk dua periode (Pasal 7);
4. Ditentukan syarat-syaratyang iebih rlnci untuk menjadi Presiden dan Wakii Presiden (Pasai 6);

123



UNISIA, VOL. XXXIII No. 74 JANUARl 2011

5. Ditentukan mekanisme pemberhentian atau impeachment terhadap" Presiden dan Wakil Presiden yang
melibatkanDPR,MKdanMPR(Pas9l7Adan 76);

6. Penegasanbahwa Presiden tidakdapatmembubarkanDPR (Pasal7C):
7. Pelaksanaan hak-hak prerogatif Presiden sebagal' kepala negara harus dengan persetujuan atau

pertimbangan DPR;
8. Pengangkatan pejabat-pejabat publlk, seperti anggota BPK (Pasal 23F), Hakim Agung Pasal 24 Aayat (3),

anggota KY Pasal24B ayat(3) harusdengan persetujuan DPR;
9. Presiden berwenang membentuk dewan pertimbangan (pasai 16) sebagai pengganti DPAyang dihapuskan
10. Daiam pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian harus diatur dengan undang-undang

[Pasal 17ayat(4), tidak bebasseperti sebelumnya.
Perubahan aturan yang berkenaan dengan kekuasaan Presiden itu, oieh beberapa ahii hukum tatanegara

disebutkan sebagai teiah terjadi pergeseran dari executive /?eavyke arah iegislative heavy{Hu6a, 2003).

B. DlnamlkaPemllihan Presiden Republlk Indonesia.

Menurut Maurice Duverger (1987), cara-cara yang dapat digunakan untuk memilih pangreh (penguasa)
dapatdigolcngkan menurut duakategori:

a. Menyerahkan pemilihan crang-orang pangreh kepada orang-crang yang d\-reh (dikuasai)
biasanya dinamakan carademokratis;

b. Menjauhkan orang-orang yang direh dari hal pemilihan brang-orang pangreh dinamakan cara
otokratis.

Seianjutnya cara- caramemiiih penguasa yang dipiilh secaraotokratis ini dapatdikeiompokkan
kedaiambeberapa carayaitu:
1).Perebutankekuasaan;
'2). Keturunan;
3).Kopptasi;
4).Pengundian;
5). Pengangkatan oieh pangreh iain.

Pemiiih Presiden di negara indonesia sejaktahun 1945 mempunyai enam presiden, yakni; Ir Soekarno,
Soeharto, B.J. Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnopoetridan-Susiio Bambang Yudhoyono (SBY).
Dari ke enam Presiden yang teiah mewarnai jaiannya negara ini terhyata carapemilihannya dilakukan dengan
cara-cara yang berbeda dandasarhukum yang tidaksama.

ir. Soekarno yang menjadi presiden RI dan tahun 1945 sampai dengan tahun 1966 melaiui cara-cara yang
berbeda dari daiam negaraIndonesia yang berbeda pula. Untukpertama kaiinya.menjadi presiden RI, IrSoekarno
dipilih oieh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, hal ini berdasarpadaAturan Peraiihan Pasai ill DUD 1945
yangberbunyi: untukpertama kalinya presiden danwakii presiden dipiiih oieh PPKi. Kedudukan sebagaipresiden
yangdipilih oieh PPKi ini hanya bertahan selamaempattahun. Padasaat terjadi perubahan negara Indonesia dari
negara kesatuan menjadi negara serikat dari tanggai 27 Deseniber 1945 sampai dengan 17Agustus 1950 ir
Soekarno kembali menjadi presiden berdasarpada ketentuan Pasal 69 ayat (2) Kdnstitusi RIS bahwd "Beliau
dipiiih oieh orangorang yangdikuasakan oieh pemerintah daerah-daerah bagian".

Negara serikat yang hanya berusia delapan buian, pada tanggai 17 Agustus 1950 perubahan negara
kembali terjadi, Indonesia menjadi negara kesatuan berdasarpada UUD Sementara tahun 1950. Ir Soekarno
tetapmenjadi presiden berdasarpadaketentuan aturan Pasal141 UUD S1950, hanya saja kedudukan presiden
pada periode ini hanya sebagai kepala negara. Kepala pemerintahan dijalankan oieh Perdana Menteri. Pada
masa ini sistem pemerintahan mengguriakan sisitem pariementer. Situasi pemerintahan yang dijaiankan dengan
carademokrasi iiberai itu, bertahan hingga tahun 1959, setelah Ir Soekarno mengeluarkan Dekrlt Presiden pada
tanggai 5 Juli 1959 Indonesia kembali sebagai negara kesatuan berdasar pada UUD 1945. ir. Soekarno tetap
menjadi presiden, kail in! berdasar pada aturan peraiihan pasai 11 UUD 1945, bahwa: "Badan negara dan
Peraturan yangada masih iangsung berlakuseiama belum diadakan yangbaru menurut UUD inf. Di antaracara
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pengangkatan ir. Soekamo menjadi presiden tersebut, terdapat pula ketentuan hukum sebagal penguatan
kedudukan presiden, yakni Ketetapan MPRS No lll/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Ir Soekarno setagai
presiden seumur hidup. Hal tersebut mejelaskan bahwa Ir Soekarno menjadi presiden melalui berbagai cara lyang
berbeda.

Presiden kedua RI, Soeharto, yang menjadi presiden selama 32 tahun dari tahun 1966 sampai deigan
tahun 1998. Naiknya Soeharto menggunakan satu cara, yaltu melalui pengangkatan pada tahun 1966 diangkat
sebagai pejabat presiden oleh MPRS. Setahun kemudian pada tahun 1967 oleh MPRS, Soeharto diangkat lag!
sebagai presiden. Setelah itu sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1998, Soeharto diangkat menjadi presiden
setiap lima tahun sekali berdasar pada Ketetapan MPR No II MPR Tahun 1973 tentang Tata Cara Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden, yang di dalamnya memuat ketentuan, bahwa jika calonnya tunggal maka calon
tersebut langsungdiangkatolehMPRsebagaipresiden.

Presiden ketiga negeri ini, yakni B.J. Habibie menjadi presiden selama 2tahun 6bulan merupakan presiden
yang tidak melalui pemilihan dan atau pengangkatan, tetapi menjadi presiden melalui mekanisme "presiden 'demi
hukum". Habibie menjadi presiden melalui berdasarkan Pasai 8 UUD 1945, yakni: "Jika Presiden mn^gkat,
berhenti atau tidak dapatmenjalankan kewajibannya dalam masajabatannya, maka diganti oleh Waki! Presiden
sampai habis masa jabatannya". Berdasar pada pasai tersebut, tidak ada kekuatan apa pun yang mampu
menahan atau menolak Habibie sebagai Presiden RI ketiga. Cara Ini juga yang dijadikan dasar ketika Megawati
Soekamopoetri menjadi presiden kellma RI, menggantikan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Abdurraliman
Wahid merupakan presiden RI keempat yang prosesnya melalui ketentuan Pasai6 UUD 1945, bahwa "Presiden
diplllh oleh MPRdengansuara terbanyak".

Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 terjadi perubahan UUD 1945, salah satunya berkenaan
dengan pemilihan presiden, dari pemilihan presiden oleh MPR menjadi presiden dipilih secara langsung oleh
rakyat berdasarpadaPasai6Aayat (1)

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih da/am satupasangan secara langsung oleh rakyat. Ayat
(2): " Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai poiitik atau
gabungan partai poiitik peserta pemilihan umum sebelum melaksanakan pemilihan umum.
Ayat (3):" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari
lima puiuh persen dariJumlah suara di setiap provinsi yang tersebar di iebih dari setengah
jumlahproplnsldiIndonesia, diiantikmenjadiPresiden dan WakilPresiden".

Menurut Saldi Isra (2003), dari berbagai cara pemilihan Presiden yang berbeda-beda itu, Presiden yang
dipilih melalui pemilihan langsung akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih nyata dari rakyat sebagai
wujud kontrak sosial antara pemilih dengan tokoh yang dipilih. Kemauan orang-orang yang memilih akan menjadi
pegangan bagi Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya. Pemilihan secara langsung akan menghindari
intrik-intrik poiitik dalam proses pemilihan secara perwakilan. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara
langsung menciptakan perimbangan antara berbagai kekuatan dalam penyelenggaraan negara terutama dalam
menciptakan checks and balances antara Presiden dengan lembaga perwakilan karena sama-sama dipilih oleh
rakyat.

C. Dinamika Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelumnya diatur dalam TAP MPr! No.
VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tinggi Negara dengan/antar Lemb'aga-
Lembaga Tinggi Negara. Dalam perkembangannya aturan itu diubah dengan TAP MPR No. lll/MPR/l 978. Melalui
aturan ini, mekanisme pemberhentian Presiden betul-betul merupakan mekanisme poiitik. Untuk
memberhentikan Presiden, DPR cukup dengan mengusulkan kepada MPR agar mengadakan Sidang Istirnewa
untuk memberhentikan Presiden.

Hal tersebut menyebabkan proses pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden memakan waktu
cukup panjang karena melalui memorandum DPR hingga tiga kali sebagai persyaratan digelarnya Siciang
Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Model ini sesungguhnya tidak fair dan tidak adil. Sebab
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dalam Sidang Istimewa MPR, MPR bertlndak sebagai jaksa sekaligus sebagai hakim, menuntut Presiden
sekaligus menjatuhkari vonis memberhentikan Presiden.

Seteiah'perubahan UUD 1945, mekanlsme pemberhentlan Presiden melibatkan lembaga negara selain
DPR dan MPR, yaitu MK, melalui proses persidangan yang terbuka adil dan fair. Jauh-jauh hari sebelum
pemberhentian Abdurrahman Wahid melalui Sidang Istimewa Juli 2001, Presiden Republik Indonesia yang
diberhentikan pada masa jabatannya adalah Presiden Soekarno melalui Sidang MPR Sementara pada tanggal
22Juni 1966. Padamasa itu pertanggungjawaban Soekarno yang disebut dengan pidato nawaksara ditolak oleh
MPRS. Ketua MPRS menyampaikan nota kepada Presiden Soekarno, yang di dalamnya meminta agarPresiden
Soekarno mempertanggungjawabkan sebab-sebab terjadinya G-30 S/PKI, .beserta epilognya,
pertanggungjawaban ekonomi dan kemerosotan akhlak bangsa Indonesia Setelah menambahkan seperti apa
yang diminta oleh MPRS, tetap saja MPRS tidak menerima. Karena itu Soekarno harus berhenti menjadi
Presiden melalui Ketetapan MPRS No XXXlll/MPR/1967. Di dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Presiden telah
tidak dapat memenuhi pertanggungjawabkan secarakonstitusional, sebagaimana layaknya seorang mandataris.
Terhadap penolakan pertanggungjawaban itu, Suwoto (1997) mempertanyakan apakah pertanggungjawaban
terhadap kemerosotan akhlak dan kemerosotan ekonomi, serta terjadinya G - 30 S/PKI adalah
pertanggungjawaban konstitusional. Pertanyaan tersebut sampai saatini belum terjawab.

Sedangkan Presiden Soeharto tidak pemah diberhentikan oleh MPR melalui Sidang Istimewa, bahkan
pertanggungjawaban Seharto selalu diterima oleh MPR. Tetapi Presiden Soeharto berhenti dalam masa
jabatannya melalui mekanlsme Pasal 8 UUD 1945, bahwa : Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ladiganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya". Pada
tanggal 20Mel 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti menjadi Presiden setelah adanya desakan mundur
dari masyarakatyang dimotori oleh mahasiswa begitu gencar. Sesaatkemudian berdasar pada pasal 8 UUD 1945
tersebut,BJHabibie menggantikannya.

Dua mekanlsme pemberhentian Presiden yang dialami oleh Abdurahman Wahid dan Soekarno adalah
pemberhentian melalui sidang yang bersifat tunggal, "jaksa" dan "hakim" adalah pihak yang sama, yaitu MPR.
Dengan model seperti itu siapa pun yang menjadi Presiden ketika dihadapkan pada sidang Istimewa MPR
pastiiah berhenti, sekuat apapun Presiden itu.

•Lain halnya pemberhentian Presiden di Amerika Serikat, mekanisme pemberhentian Presiden Amerika
Serikat dikemukakan di sini guna membandingkan mekanisme yang lebih adil dan fair. DI mana Konstitusi
Amerika Serikat memungkinkkan terjadinya pemberhentian Presiden melalui mekanisme yang dinamai
impeachment Ketentuan itu diatur dalam Bab IV Pasal 2: "Bahwa Presiden, Wakil Presiden danpara pegawai
negerisipilAmerika Serikat akan diberhentikan darimasajabatnnya berdasarkan impeachmentkarena dantelah
terbuktimelakukanpengkhianatan, penyuapan atautindakkiiminal tingkat tinggi".

Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa proses pemberhentian Presiden melalui proses
persidangan, dengan demikian Presiden dapatterlepas dari pemberhentian dalam masajabatannya bila ternyata
apa yang disangkakan atau dituduhkan tidak terbukti. Sejauh ini baru tiga Presiden yang terkena impeachment
tersebut.Pertamaadalah PresidenAndrew Johnson pada tahun1968, namun pemungutan suara yangdilakukan
oleh SenatAmerika Serikatwaktu itu tidak memenuhi ketentuan untuk menghantar padapemberhentian Presiden
Andrew Johnson ini. Kedua pada tahun 1974 Nixon yang dituduh melakukan skandal Watergate: Namun Nixon
mengundurkan diri sebelum prosesimpeachment berlangsung. Ketiga adalah Presiden Bill Clinton pada tahun
1999, dengan kasus sumpah palsu atas skandal Monica Lewinsky. Bill Clinton selamat dari pemberhentian
Presiden sebab55dari 100 anggota Senatmenyatakan bahwaBill Clinton tidak bersalah.

Dua mekanisme pemberhentian Presiden di Amerika Serikat dan di Indonesia menunjukkan model yang
berbeda, yang satuPresiden mempunyai ruang untukterlepas dari jeratan pemberhentian sebagai Presiden.

Ketentuan mengenai pemberhentian Presiden danatauWakil Presiden diatur dalam pasal7AUUD Negara
RI1945:

"Presiden dan /atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis
Pemiusyawaratan. Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,
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atau perbuatan tercela, maupun apabila'terbukti tidak lag! memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden".

Kalau semula Presiden dapat diberhentikan karena aiasan pelanggaran negara yang bersifat politik dan
mult! tafsir, maka sekarang in! ditegaskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan
karena aiasan hukum saja, yaitu: pelanggaran hukum berat, melakukan perbuatan tercela, mengalami perubahan
sehlngga tidak iagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden. Yang menjadi persoalan adalah
aiasanperbuatan tercela yang tidak begitu jeiasukurannya (Asshiddiqie, 2002).

Mekanisme pemberhentian seperti yang diatur dalam asai 7B UUD Negara R! 1945 menyatakan:
1. Usui pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oieh Dewan Perwakiian Re kyat

kepada Majeiis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan teriebih dahuiu mengajukan permintaan
kepada Mahkamah Konstltusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Penwaulan
Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum be-upa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat iainnya, atau perbuatan

.tercela: dan/atau pendapat bahwa Presden dan/atau wakil Presiden tidak Iagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakii Presiden.

2. Pendapat Dewan Perwakiian Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan
pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak iagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau \lvakii
Presiden adaiah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakiian Rakyat.

3. Pengajuan permintaan Dewan Perwakiian Rakyat kepada Mahkamah Konstltusi hanya dapat diiakukan
dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumiah anggota Dewan Perwakiian Rakyat yang liadir
daiam sidang paripuma yang dihadiri oieh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumiah anggota Dewan
Perwakiian Rakyat. !

4. Mahkamah Konstltusi wajib memeriksa , mengadili, dan memutus dengan seadil-adlinya terhadap
pendapat Dewan Perwakiian Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari seteiah permintaan
Dewan Perwakiian Rakyat itu diterima oiehMK.

5. Apabila Mahkamah Konstltusi memutuskan bahwa Presiden dan atau I Wakii Presiden terbukti
melakukan pelanggaran.hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat Iainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau \^akil
Presiden tidak iagi mernenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakii Presiden, Dewan Perwakiian
Rakyat menyeienggarakan sidang paripuma untuk meneruskan usui pemberhentian Presiden dari/atau
Wakil'Presiden kepada Majeiis Permusyawaratan Rakyat. I

6. Majeiis Permusyawaratan Rakyat wajib menyeienggarakan sidang untuk" memutuskan usui Dewan
Perwakiian Ral^at tersebut paling iambat tiga puluh hari sejak Majeiis Permusyawaratan Rakyat
menerima usui tersebut. |

7. Keputusan' Majeiis Permusyawaratan .Rakyat afas usui pemberhentian Presiden dan/atau Wakii
• Presiden harus diambil daiam rapat paripurpa Majeiis Permusyawaratan. Rakyat yang dihadiri oieh

sekurang-kurangnya %dari jumiah anggota dan disetujul oieh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumiah
anggota yang hadir, seteiah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan
penjeiasan dalam rapat paripuma Majeiis Permusyawaratan Rakyat.

Menurut Asshiddiqie (2002), sehubungan dengan keputusan untuk memberhentikan ini dapat
dikembangkan dua kemungkinan pendapat. Pertama, keputusan untuk memberhentikan merupakan kewajiban
yang harus diiakukan oieh MPR. MPR wajib menjalankan Kedaulatan Rakyat menurut UUD yang menentukan
bahwa sebelum pemberhentian, periu diputuskan duiu bersaiah tidaknya yang bersangkutan oieh MK. Artinya,
peran MK diperiukan daiam rangka menjamin agar proses pemberhentian Presiden sebagai akibat pendapat
yang berisi penuntutan oieh DPR dapat diputuskan secara hukum dan karena aiasan hukum. Dengan demikian,
MPR terikat untuk memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya, apabila yang bersangkutan memang
terbukti bersaiah. Artinya, tidak boleh terjadi MK menyatakan yang bersangkutan bersaiah, tetapi Majeiis
Permusyawaratan Rakyat tidak memberhentikannya dari jabatan. Kedua, Jika menurut MK, Presiden I wakii
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Presiden memang terbukti bersalah, MPR lah yang akan menjatuhkah sanksi pemberhentian dengan beberapa
kemungkinan .kualifikasi, diberhentikan tidak dengan hormal, atau diberhentikan dengan hormat.-. Misalnya,
pemberhentian karena Presiden berubah menjadi cacatdan tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden. Jika
hal tersebut terbukti dengan putusan MK ia dinyatakan tidak lag! memenuhi syarat, maka kuaiifikasi
pemberhentiannyadapatberupa pemberhentian dengan hormat.

Disamping itu, mesklpun Presiden/ wakii Presiden misainya memang terbukti bersalah atau tidak lag!
memenuhi syarat sebagai Presiden, bisa saja karena pertimbangan kemanusiaan atau pertimbangan
kepentingan umum lainnya, MPR justru tidak memberhentikan melainkan hanya menghukum dengan cara
mendiskuaiifikasikannya dari pencaionan untuk periode berikutnya. Dapat pula terjadi seteiah diperoiehnya
putusan MK, masa jabatan Presiden yang bersangkutan hanya tinggai 2 buian iagi menjelang pelaksanaan
pemiiihan umum, maka atasdasarpertimbangan kepentingan umum, MPR tidak memberhentikan Presiden tetapi
hanya mendiskuaiifikasi statusnya sehingga iatidak diboiehkan mencalonkan diri untuk jabatan berikutnya. Tetapi
masakepresidenannya yang tinggai 2buian dapatsajaditeruskan.

Dengan kata lain putusan MK dibatasi hanya menyangkut seal pembuktian hukum, sedangkan putusan
MPR berkenaan dengan penjatuhan sanksi terhadap terhukum, sementara peran DPR dapatdiibaratkan seakan-
akan seperti peranan jaksa penuntut umum. Sekaiipun demikian, Slamet Effendy Yusuf (wawancara tanggal 4
Juni 2008) memiiiki pendapatyang berbeda, sebab bisa terjadi MPR bisa berbeda pendapat dengan MK, sebab
keputusan MPR adaiah keputusan poiitik, tetapi karena masa jabatan Presiden dan/atau Wakii Presiden tinggai
satutahun, maka bisa sajakeputusan poiitiknya berbunyi Presiden dinyatakan bersalah tetapi tidak diberhentikan
sebagai Presiden dan /atau Wakii Presiden, tetapi diampuni, dan tidak boleh mencalonkan kembali. Tetapi jika
logika poiitik yang digunakan pastiiah Presiden dan/atau Wakii Presiden diberhentikan.

Dari mekanisme pemberhentian Presiden dan atau Wakii Presiden seperti yang dikemukakan tersebutdi
atas, menurut Mahfud MD (2007), menunjukkan bahwa pemberhentian Presiden dan Wakii Presiden
menggunakan sistem campuran antara impeachment dan sistem forum previlegiatun. Impeachment
menunjukan bahwa presiden dijatuhkan oieh iembaga poiitik yang rnencerminkan wakii seiuruh rakyat.
Sedangkan previlegiatun adaiah menjatuhan presiden melalui pengadiian khusus ketatanegaraan yang dasamya
adaiah pelanggaran hukum beratyang ditentukan di daiam konstitusi dengan putusan hakim pula.

Mahfud MD (2010), menyatakan bahwa berkenaan dengan mekanisme pemberhentian presiden danwakii
presiden terdapat duapendapat, pertamapendapat yang dikemukakan Hajriyanto Y. Thohari, Wakii Ketua MPR.
Menurut pendapat ini, impeachment harus dimuiai dari hak menyatakan pendapat DPR terkait tuduhan
pelanggaran hukum yang diiakukan presiden atau wapres. Hak menyatakan pendapat ini harus diputuskan
meiaiui paripurna DPR yang dihadiri minimal 3/4 anggota dan disetujui 3/4anggota yang hadir. Biia disetujul,
seianjutnya dibentuk pansus. Rekomendasi pansus hakmenyatakan pendapat kembaii dibahas paripurna yang
dihadiri minimal 2/3anggota dan disetujui 2/3 anggota yang hadir. Biia disetujui, DPR baruakanmenyampaikan
ke MK. Kaiau kuorum tidak tercapai, berarti penggunaanhakitu tidak bisaditeruskan aliasmentok.

Kedua, iaiah pendapat yang dikemukakan, ahli hukum pidana UGM, EddyO.S. H, bahwa harus, ada vonis
pengadiian pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan,
presiden atau wapres bersalah. Seteiah itu proses impeachment bisa dimuiai. Hasii pemeriksaan pansus DPR
bukan merupakan bukti hukum melainkan hanya indikasi atau produk poiitik belaka. Untuk itu, Pansus DPR periu
rhembuktikan indikasi tersebut meiaiui penyeiidikan secara projustisia oieh aparat hukum.

Berdasar pada UUD Negara Ri 1945, maka segaia pemeriksaan terhadap presiden dan wakii presiden
seteiah pendapat DPR diajukan kepada MK. Secara demikian, apabiia yang diajukan oieh DPR adaiah perkara
pidana, maka pemeriksaan masaiah pidana diiakukan seteiahprosesimpeachmentselesai.

Keputusan akhir daiam pemberhentian Presiden tetap berada pada sidang MPR. Dimana daiam
pengambilan keputusan diiakukan secara politis, yakni dihadiri 3/4 anggota MPR dan pengambiian keputusan
harus disetujui paling sedikit 2/3 anggota yang hadir. Cara-cara ini menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara
(2002) iebih memenuhi asas kepastlan hukum dan checks and balances, jugamenunjukkan sistem presidensiii
iebih terilhat, karena daiam sistem presidensiii tidak boieh ada motif poiitik yang dijadikan prasyarat
pemberhentian Presiden dan/atau Wakii Presiden (Haryadi, 2002). Sedangkan menurut Absori (Suara Merdeka,
11 Juii 2002), Hai tersebut menunjukkan tidak adasistem presidensiii secara penuh, yang ada adaiah sistemquasi
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presidensiil. Dengan alasan DPR atau MPR masih mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi, bahkan
bisa menjatuhkan presiden dan atau wakil presiden. Berbeda halnya dengan pandangan Benny K. Harmah (16
Maret 2008) yang menyatakan bahwa, pemumian sistem presidensiil setelah perubahan UUD 1945 tidak
mereduksi fungsi parlemen dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap jalannya pemerintahan oleh
presiden, agar presiden tidak mudah menyaiahgunakan kekuasaan.

Dalam makalahnya pada Round Table Discussion: "Framework for impeachment Proceedings" dl
Universitas Sriwijaya di Palembang, Jumat, 9April 2010', Mahfud MD menyebut bahwa:

"Indonesia mengadopsi mekanisme impeachment yanq obyeknya hanya menyangkut Presiden dan/atau
Wapres. Dalam Pasal7Aitu disebutkan, impeachment berlaku khusus untuk presiden dan/ataU'wakil presiden
dengan istilah "dapat diberhentikan daiam masa jabatannya". Kehadiran pasal ini menjadi pengimbang atas
penguatan sistem presidensiil pasca amandemen konstitusi".

Pada intinya pemberhentian Presiden dan/Wakil Presiden melaiui tahapan politik dan hukum meruppkan
kemajuan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia.

D. Penutup

Dinamika Pemilihan Presiden Republik Indonesia sejak Indonesia merdeka dilakukan dengan cara^cara
yang berbeda dan dasar hukum yahg tidak sama. Mekanisme pemilihan presiden di Indonesia kali perama
dilakukan oleh Badan - badan Negara (PPKl, MPRS, MPR), Akibat Hukum (yang telah ditetapkan dalam Undang
-undang), dan dipilih langsungpleh ral^at. I

Pengangkatan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat berawal padatahun 1999 sampai dengan tahun
2001 manakala terjadi perubahan UUD 1945, salah satunya berkenaan dengan pemilihan presidenj dari
pemilihan presiden oleh MPR menjadi presiden dipilih secara langsung oleh rakyat berdasar padaPasalBAayat
(1). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung menciptakan perimbangan antara beriagai
kekuatan dalam penyelenggaraan negara terutama dalam menciptakan checksand balances, antara Presiden
dengan lembagapenA/akilankarena sama-sama dipilih oleh rakyat. |

Sedangkan untuk pemberhentian presiden sebelumnya merupakan mekanisme politik. Untuk
memberhentikan Presiden, DPR cukup dengan mengusulkan kepada MPR agar mengadakan Sidang istirnewa
untuk memberhentikan Presiden.SetelahperubahanUUD 1945mekanisme pemberhentian Presidenmelibatkan
lembaga negara selain DPR dan MPR, yaitu UK, melaiui proses persidangan yang terbuka adil dan fair, ijlalau
semula Presiden dapat diberhentikan karena alasan pelan^garan negara yang .bersifat politik dan multi tafsir,
maka sekarang ini ditegaskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapatdiberhentikan karena alasan
hukum saja, yaitu: pelanggaran hukum berat, melakukan perbuatan tercela, mengalami perubahan sehingga
tidak lag! memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau' wakil Presiden. Mekanisme pemberhentian sepe'rti ini
disebut dengan impeachment Impeachment berlaku khusus untuk presiden dan/atau wakil presiden dengan
istilah "dapat diberhentikan dalam masa jabatannya". Kehadiran pasal ini menjadi pengimbang atas penguatan
sistempresidensiil pasca amandemenkonstitusi
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